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ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA 

BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016-2020 

Oleh: 

Yuka Hadi Lesmana 

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja 

keuangan Pemerintah Kota Bandung yang diukur menggunakan Rasio 

Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi 

PAD, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Kemudian membahas 

implikasi dari hasil pengukuran kinerja keuangan tersebut berdasarkan hasil 

tiap rasio. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 

menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2020. 

Hasil penelitian menunjukan kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung 

tahun anggaran 2016-2020 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi 

mendapatkan kriteria baik. Rasio Kemandirian mendapatkan kriteria sedang 

dengan membentuk pola hubungan yang partisipatif. Rasio Efektivitas 

memperoleh kriteria yang cukup efektif. Rasio Efisiensi mendapatkan kriteria 

efisien. Rasio Aktivitas mendapatkan hasil belanja operasi yang lebih besar 

dari belanja modal. Rasio Pertumbuham mendapatkan hasil yang positif yaitu 

sebesar 3,07%. Serta implikasi dari hasil kinerja keuangan Pemerintah Kota 

Bandung. 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah dan Implikasi dari hasil pengukuran 

kinerja keuangan. 
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ABSTRACT 

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF THE REGIONAL 

GOVERNMENT OF BANDUNG CITY FOR THE 2016-2020 FISCAL YEAR 

 

This study aims to determine and analyze the financial performance of 

the Bandung City Government as measured using the Decentralization Ratio, 

Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, PAD Efficiency Ratio, Activity 

Ratio, and Growth Ratio. Then discuss the implications of the results of the 

financial performance measurement based on the results of each ratio. 

This study uses descriptive quantitative methods using documentation 

techniques for data collection. The data used is secondary data in the form of 

the Bandung City Government Budget Realization Report for the 2016-2020 

Fiscal Year. 

The results of the study show that the performance of the Bandung City 

Government for the 2016-2020 fiscal year by using the ratio of degrees of 

decentralization to get good criteria. The Independence Ratio gets moderate 

criteria by forming a participatory relationship pattern. The Effectiveness 

Ratio obtained quite effective criteria. Efficiency Ratio get efficient criteria. 

The Activity Ratio earns higher operating expenditures than capital 

expenditures. The Growth Ratio got a positive result, which was 3.07%. And 

the implications of the results of the Bandung City Government's financial 

performance. 

 

Keywords: Regional Financial Performance and Implications of the results of 

measuring financial performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk 

membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan di daerah-daerah yang 

dikuasainya. Lembaga pemerintah pada umumnya dibentuk untuk melakukan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba. Tujuan 

lembaga pemerintah bukan untuk mencari keuntungan tetapi semata-mata untuk 

memberikan pelayanan dan kemampuan untuk meningkatkan pelayanan tersebut di 

masa yang akan datang. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

menetapkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi daerah 

merupakan upaya memberdayakan daerah untuk mengambil keputusan daerah 

mengenai pengelolaan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kepentingan, 

prioritas, dan potensi daerah. 

Dengan diberikannya otonomi kepada daerah, pengelolaan keuangan 

sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Efektivitas pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangannya dapat dinilai dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa rasio yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah yang berasal 

dari laporan keuangan daerah berupa laporan kinerja anggaran adalah rasio 

desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio 

efisiensi PAD, rasio aktivitas, rasio kontribusi PAD dan dana perimbangan terhadap 

belanja daerah, dan rasio pertumbuhan. 
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Pengukuran kinerja keuangan dalam bentuk laporan keuangan dimaksudkan 

untuk menyajikan informasi tentang pelaporan posisi keuangan, realisasi anggaran, 

dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas pemerintah daerah atas sumber daya yang dikelola 

pemerintah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, diperlukan sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mengelola dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, efisien, efisien, dan 

akuntabel. 

Berkaitan dengan hal tersebut, analisis kinerja keuangan menjadi informasi 

penting, terutama untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan 

menilai apakah pemerintah telah mengelola keuangannya dengan baik dan 

berdampak positif untuk kebahagiaan orang-orang atau tidak. Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 

dengan melihat seberapa efisien pemerintah daerah tersebut. 

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak 

di Indonesia yaitu sebanyak 49,5 juta penduduk dan Ibu Kota dari provinsi ini 

adalah Kota Bandung. Melihat perkembangan dari sebuah provinsi dapat dilihat 

dari perkembangan Ibu Kotanya, apabila perkembangan Ibu Kota sebuah provinsi 

sudah baik maka hal ini membuktikan provinsi tersebut sudah menjalankan 

otonomi daerahnya dengan bagus. Kota Bandung merupakan kota metropolitan 

terbesar di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan 

penduduknya didominasi oleh suku Sunda. 

Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi 

tertinggi di Jawa Barat. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung 

mencapai 7.21%, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 

sebesar 5.29% bahkan nasional sebesar 5.07% pada periode yang sama. Kota 

Bandung merupakan kota yang penerimaan PAD nya besar dan cenderung 

meningkat setiap tahunnya, dengan besarnya PAD yang diterima oleh Kota 

Bandung seharusnya kota ini dapat membiayai program-program daerahnya dengan 

mandiri sehingga Kota Bandung tidak tergantung dengan bantuan Pemerintah Pusat 

dalam urusan pemerintah daerahnya. 
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                     Tabel 1. 1 Laporan Anggaran dan Realisasi PAD 

                 Tahun Anggaran 2016-2020 

Tahun 
Pendapatan Asli Daerah 

% 
Anggaran  Realisasi  

2016 2.751.416.770.000 2.152.755.704.962 78,24 

2017 3.015.836.590.302 2.578.457.420.885 85,50 

2018 3.397.309.517.811 2.571.591.786.199 75,69 

2019 3.252.540.610.057 2.548.258.990.275 78,35 

2020 2.264.814.094.039 2.063.783.773.735 91,12 
  Sumber: PPID Kota Bandung 

Berdasarkan pada data dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota 

Bandung, selama tahun 2016 sampai tahun 2020 menyatakan bahwa belum ada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memenuhi target. Tahun 2018 merupakan 

tahun dengan realisasi PAD terendah yaitu hanya sebesar 75,69% dan tahun 2020 

merupakan tahun dengan realisasi PAD terbesar yaitu 91,12%. Besarnya PAD yang 

diterima oleh Kota Bandung seharusnya dapat disalurkan dengan baik agar dapat 

membiayai program-program pemerintah daerah Kota Bandung, akan tetapi masih 

banyak program pemerintah daerah Kota Bandung yang belum terealisasi. Hal ini 

dapat dilihat dari rendahnya persentase penyerapan belanja daerah pemerintah 

daerah Kota Bandung selama periode 2016-2020. 

Tabel 1. 2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja 

Tahun Anggaran 2016-2020 

Tahun 
Belanja 

% 
Anggaran  Realisasi  

2016 7.360.848.469.022 5.830.413.719.644 79,21 

2017 6.752.914.685.771 5.541.718.107.062 82,06 

2018 7.418.332.448.642 6.114.449.093.123 82,42 

2019 7.365.410.780.008 6.312.147.268.359 85,70 

2020 6.346.999.756.908 5.374.019.732.054 84,67 
        Sumber: PPID Kota Bandung     

Berdasarkan data yang bersumber dari PPID Kota Bandung, persentase 

serapan belanja daerah pemerintah daerah Kota Bandung mengalami kenaikan 

dari tahun 2016 sebesar 79,21% menjadi sebesar 85,70% pada tahun 2019 dan 

mengalami penurunan menjadi 84,67% pada tahun 2020. Persentase diatas 

menunjukan bahwa masih rendah realisasi belanja daerah pemerintah daerah Kota 

Bandung dan dapat disimpulkan dengan rendahnya persentase ini menunjukkan 



4 
 

Politeknik Negeri Jakarta 

kinerja pemerintah daerah Kota Bandung belum ekonomis dalam menjalankan 

program-program daerahnya untuk masyarakat.  

Pemerintah daerah Kota Bandung selain memiliki PAD, kota ini juga menerima 

dana dari pemerintah pusat agar program-program pemerintah daerah Kota 

Bandung dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya dengan adanya 

bantuan dari pemerintah pusat, Kota Bandung dapat menjalankan program-program 

daerahnya dengan baik, akan tetapi masih banyak program pemerintah daerah Kota 

Bandung yang belum terealisasi. 

                                 Tabel 1. 3 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan 

                               Tahun Anggaran 2016-2020 

     Tahun 
Pendapatan 

% 
Anggaran Realisasi 

2016 6.684.129.617.384 5.685.213.859.929 85,06 

2017 6.345.545.693.082 5.735.006.649.088 90,38 

2018 6.851.137.385.730 5.939.997.423.418 86,70 

2019 7.341.971.914.999 6.381.818.944.636 86,92 

2020 6.151.470.832.765 5.643.962.288.458 91,75 

           Sumber: PPID Kota Bandung 

  Berdasarkan data dari tabel di atas, terjadi kenaikan persentase realisasi 

pendapatan setiap tahunnya. Namun, pemerintah daerah Kota Bandung belum 

pernah memenuhi target dengan persentase pencapaian paling besar 91,75% pada 

tahun 2020. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah 

Kota Bandung belum efektif dan efisien dalam mengelola keuangan dimana dalam 

jangka waktu lima tahun belum ada satupun yang mencapai target. 

  Kinerja pemerintah daerah Kota Bandung menjadi poin yang penting untuk 

diteliti. Melakukan penelitian untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah sangat 

berguna untuk mengetahui hasil dari berbagai program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini dapat menilai apakah 

amanat dari rakyat sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah atau belum.   

1.2   Rumusan Masalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh pemerintah daerah Kota 

Bandung pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, namun 

peningkatan itu tidak selaras dengan meningkatnya realisasi belanja daerah. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak program pemerintah daerah Kota Bandung yang 
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tidak terealisasi. Rendahnya realisasi belanja daerah menyebabkan program-

program daerah tidak terlaksana, seperti pembangunan infrastruktur, transportasi 

massal, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah Kota Bandung memiliki 

kemampuan dalam menghasilkan PAD yang besar, diharapkan dapat 

merealisasikan otonomi daerah yang tidak bergantung dengan pemerintah pusat. 

Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah Kota Bandung masih bergantung 

kepada pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah Kota Bandung dalam 

membiayai program-program daerahnya. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka pertanyaan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyerapan anggaran dan pendapatan belanja pada pemerintah 

daerah Kota Bandung pada tahun anggaran 2016-2020? 

2. Bagaimana kinerja pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung 

jika ditinjau menggunakan Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian, 

Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Aktivitas, dan Rasio 

Pertumbuhan? 

3. Bagaimana implikasi dari hasil pengukuran kinerja terhadap pemerintah 

daerah Kota Bandung? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan, maka yang 

menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis penyerapan realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

2. Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pendapatan daerah 

Pemerintah Kota Bandung periode 2016-2020 didasarkan pada Rasio 

Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio 

Efisiensi PAD, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. 

3. Untuk menganalisis implikasi dari hasil pengukuran kinerja terhadap 

pemerintah daerah Kota Bandung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian berupa Analisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2020 adalah: 

1. Penelitian ini merupakan suatu media untuk menambah wawasan masyarakat 

serta pengetahuan penulis. Khususnya dalam melakukan penilaian berupa 

analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi alat pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah 

Daerah. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan bagi 

peneliti selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang lain. 

 

     1.6 Sistematika Penelitian  

  BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, batasan dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka, penelitian terdahulu dan 

kerangka penelitian. 

BAB III Metode Penelitian  

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode 

penentuan sampel, sumber data penelitian, metode pengumpulan dan metode 

analisis data. 

BAB IV Pembahasan  

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Pemerintah Daerah 

Kota Bandung, serta menganalisis kemampuan keuangan daerah Kota Bandung 

selama periode 2016-2020.  

Bab V Penutup  

Pada bab ini memberikan kesimpulan yang merupakan ringkasan  yang menjadi 

jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dinyatakan. Bab ini juga 

menyajikan saran berupa penyelesaian masalah berdasarkan hasil kajian yang 

dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Menurut data yang bersumber dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota 

Bandung (PPID) Kota Bandung, sepanjang 2016-2020 tidak ada pendapatan 

asli daerah yang memenuhi target. Tahun 2018 merupakan tahun dengan 

tingkat realisasi PAD terendah sebesar 75,69% dan tahun 2020 merupakan 

tahun dengan tingkat realisasi PAD tertinggi sebesar 91,12%. Besarnya PAD 

yang diterima Kota Bandung program pemerintah daerah kota bandung 

belum terealisasi, namun masih banyak program dari pemerintah daerah kota 

bandung. Terlihat bahwa belanja pemerintah daerah Kota Bandung tidak 

terserap dengan baik selama periode 2016-2020. Persentase penyerapan 

belanja pemerintah daerah di Kota Bandung meningkat dari 79,21% pada 

tahun 2016 menjadi 85,70% pada tahun 2019 dan menurun menjadi 84,67% 

pada tahun 2020.Persentase di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja 

pemerintah daerah di kota bandung masih rendah, dan dapat disimpulkan 

bahwa persentase yang rendah ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah 

daerah kota bandung dalam menjalankan program daerahnya untuk 

masyarakat. tidak ekonomis. 

2. Hasil analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Bandung dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan: 

a) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2016-

2020 yang dapat dilihat dari hasil rasio derajat desentralisasi memiliki rata-

rata nilai rasio 40,52% yang menghasilkan kriteria yang baik. 

b) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2016-

2020 berdasarkan rasio kemandirian memiliki rata-rata nilai rasio sebesar 

71,79% dan membuat pola hubungan yang partisipatif, artinya bantuan dari 

pemerintah pusat sudah berkurang dalam membantu pemerintah daerah Kota 

Bandung untuk menjalankan kegiatan pengembangan daerahnya.
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c) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2016-

2020 berdasarkan perhitungan rasio efektivitas mendapatkan nilai rata-rata 

sebesar 81,78% dan mendapatkan kriteria cukup efektif dalam mengatur 

keuangannya. 

d) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2016-

2020 berdasarkan perhitungan rasio efisiensi mendapatkan nilai rata-rata 

sebesar 99,37 dan mendapat kriteria efisien dalam mengeluarkan biaya untuk 

memperoleh pendapatan. 

e) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2016-

2020 berdasarkan perhitungan rasio aktivitas mendapatkan nilai rata-rata 

belanja operasi sebesar 83,06% dan belanja modal sebesar 16,94%. Hal ini 

menunjukan bahwa pemerintah daerah Kota Bandung masih 

memprioritaskan anggarannya untuk penyediaan sarana prasarana ekonomi 

masyarakat dan pelayanan publik. 

f) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2016-

2020 berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan mendapatkan nilai rata-rata 

sebesar 3,07%. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah Kota Bandung 

memiliki pertumbuhan PAD positif walaupun sangat terdampak nilainya 

dikarenakan pandemi covid-19. 

g) Banyak faktor yang mengimplikasi hasil pengukuran kinerja keuangan 

terhadap pemerintah daerah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung harus 

mengevaluasi dan mencari solusi terkait ketergantungan terhadap pihak lain 

yang masih ada, pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum 

maksimal, serta kurang seimbangnya belanja operasi dengan belanja modal. 

Pemerintah Kota Bandung perlu untuk merencanakan strategi agar PAD dan 

belanja daerahnya menjadi lebih efektif dan efisien dengan hasil penerimaan 

pajak yang sudah teroptimalisasi. 

3. Implikasi dari hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukan bahwa 

pemerintah Kota Bandung belum cukup baik dalam memaksimalkan PAD. 

Hal ini dapat dilihat dari penyerapaan pajak daerah yang belum maksimal, 

beberapa jenis mata pajak yang selalu dibawah dari target realisasi. 

Pemerintah Kota Bandung harus mencari cara agar masyarakat lebih taat 

dalam membayar pajak, dan dapat dengan melakukan melalui intensifikasi, 
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ekstensifikasi, maupun strategi lain yang dapat memperbaiki masalah 

tersebut. Pembangunan daerah juga masih belum jadi prioritas utama 

pemerintah Kota Bandung, padahal hal tersebut merupakan salah satu cara 

untuk membuat pertumbuhan untuk mendapatkan PAD yang lebih tinggi. 

 5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat pada penjelasan sebelumnya, 

maka saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah Kota Bandung 

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat pemerintah daerah Kota Bandung 

mendapatkan hasil yang cukup baik dari perhitungan rasio-rasio yang telah 

dijadikan alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota 

Bandung. Namun dilihat dari potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung 

seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Jika pemerintah 

daerah Kota Bandung dapat memaksimalkan potensi yang ada, maka 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung akan meningkat sehingga pemerintah 

daerah Kota Bandung bisa lebih mandiri atau mengurangi ketergantungannya 

terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih dalam lagi 

dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan 

rasio yang lebih banyak lagi. Dan diharapkan untuk peniliti selanjutnya agar 

bisa menambahkan jangka waktu penelitian yang lebih lama. 
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LAMPIRAN 

 

                 Lampiran  1  Realisasi APBD Kota Bandung Tahun 2016 (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

 

 

 

 

Akun Anggaran Realisasi Persentase

Pendapatan Daerah 6.355,75  5.685,21  89,45

Pendapatan Asil Daerah 2.751,42  2.152,76  78,24

Pajak Daerah 2.186,42 1.709,81 78,20

Retribusi Daerah 203,76    92,01      45,16

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20,00      10,66      53,30

Lain-lain PAD yang Sah 341,24    340,28    99,72

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2.802,75  2.443,76  87,19

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.802,75 2.443,76 87,19

Pendapatan Lainnya 801,58    1.088,69 135,82

Pendapatan Transfer Antar Daerah 786,08    742,94    94,51

Pendapatan Hibah 15,50      269,62    1739,48

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -          76,13      0

Belanja Daerah 7.214,82  5.830,41  80,81

Belanja Pegawai 2.885,20  2.540,34  88,05

Belanja Pegawai 2.885,20 2.540,34 88,05

Belanja Barang Jasa 1.986,75  1.755,34  88,35

Belanja Barang dan Jasa 1.986,75 1.755,34 88,35

Belanja Modal 2.045,72  1.254,02  61,30

Belanja Modal 2.045,72 1.254,02 61,30

Belanja Lainnya 297,15     280,71     94,47

Belanja Subsidi 130,34    128,53    98,61

Belanja Hibah 138,56    151,25    109,16

Belanja Tidak Terduga 27,26      0,02        0,07

Belanja Bantuan Keuangan 1,00        0,90        90,00

Surplus/(Defisit) 859,07-     145,20-     16,90

Pembiayaan Daerah -          677,33     0

Penerimaan Pembiayaan Daerah 859,07     994,14     115,72

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 859,07    994,14    115,72

Pengeluaran Pembiayaan Daerah -          316,81     0

Penyertaan Modal Daerah -          316,81    0
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Lampiran  2  Realisasi APBD Kota Bandung Tahun 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akun Anggaran Realisasi Persentase

Pendapatan Daerah 6.503,78  5.735,01  88,18

Pendapatan Asil Daerah 3.065,14  2.578,46  84,12

Pajak Daerah 2.400,10 2.175,08 90,62

Retribusi Daerah 262,68    50,06      19,06

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20,00      11,28      56,40

Lain-lain PAD yang Sah 382,37    342,03    89,45

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2.592,22  2.290,75  88,37

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.592,22 2.290,75 88,37

Pendapatan Lainnya 846,43     865,80     102,29

Pendapatan Transfer Antar Daerah 836,43    845,22    101,05

Pendapatan Hibah 10,00      20,57      205,70

Belanja Daerah 6.857,93  5.541,72  80,81

Belanja Pegawai 2.578,19  2.337,93  90,68

Belanja Pegawai 2.578,19 2.337,93 90,68

Belanja Barang Jasa 2.262,97  1.933,46  85,44

Belanja Barang dan Jasa 2.262,97 1.933,46 85,44

Belanja Modal 1.629,96  918,88     56,37

Belanja Modal 1.629,96 918,88    56,37

Belanja Lainnya 386,81     351,45     90,86

Belanja Subsidi 4,59        -          0

Belanja Hibah 375,82    350,21    93,19

Belanja Tidak Terduga 5,40        0,35        6,48

Belanja Bantuan Keuangan 1,00        0,90        90,00

Surplus/(Defisit) 354,15-     193,29     -54,58

Pembiayaan Daerah 352,15     408,51     116,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah 455,15     532,13     116,91

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 455,15    532,13    116,91

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 103,00     123,62     120,02

Penyertaan Modal Daerah 103,00    123,62    120,02
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Lampiran  3 Realisasi APBD Kota Bandung Tahun 2018 (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

Akun Anggaran Realisasi Persentase

Pendapatan Daerah 6.672,62  5.940,00  89,02

Pendapatan Asil Daerah 3.397,31  2.571,59  75,69

Pajak Daerah 2.644,00 2.160,15 81,70

Retribusi Daerah 230,00    69,13      30,06

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 66,90      10,77      16,10

Lain-lain PAD yang Sah 456,41    331,54    72,64

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2.411,77  2.427,24  100,64

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.411,77 2.427,24 100,64

Pendapatan Lainnya 863,54     941,17     108,99

Pendapatan Transfer Antar Daerah -          897,61    0

Pendapatan Hibah 70,00      43,55      62,21

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 793,54    -          0

Belanja Daerah 7.239,81  6.114,45  84,46

Belanja Pegawai 3.096,30  2.537,51  81,95

Belanja Pegawai 3.096,30 2.537,51 81,95

Belanja Barang Jasa 2.150,79  2.012,82  93,59

Belanja Barang dan Jasa 2.150,79 2.012,82 93,59

Belanja Modal 1.462,34  1.049,70  71,78

Belanja Modal 1.462,34 1.049,70 71,78

Belanja Lainnya 530,38     514,43     96,99

Belanja Subsidi 108,83    108,83    100,00

Belanja Hibah 414,51    402,40    97,08

Belanja Tidak Terduga 6,04        1,68        27,81

Belanja Bantuan Keuangan 1,00        1,52        152,00

Surplus/(Defisit) 567,20-     174,45-     30,76

Pembiayaan Daerah 567,20     408,24     71,97

Penerimaan Pembiayaan Daerah 787,20     601,79     76,45

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 787,20    601,79    76,45

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 220,00     193,55     87,98

Penyertaan Modal Daerah 220,00     193,55     87,98
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Lampiran  4  Realisasi APBD Kota Bandung Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

Akun Anggaran Realisasi Persentase

Pendapatan Daerah 6.552,68  6.381,82  97,38

Pendapatan Asil Daerah 3.055,01  2.548,26  83,41

Pajak Daerah 2.436,31 2.154,64 88,44

Retribusi Daerah 135,56    62,47      46,08

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 80,04      10,48      13,09

Lain-lain PAD yang Sah 403,10    320,68    79,55

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2.535,29  2.484,08  97,98

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.535,29 2.484,08 97,98

Pendapatan Lainnya 962,37     1.349,48  140,22

Pendapatan Transfer Antar Daerah 862,37    1.142,06 132,43

Pendapatan Hibah 100,00    207,42    207,42

Dana Darurat -          -          0

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -          -          0

Belanja Daerah 7.121,33  6.312,15  88,64

Belanja Pegawai 3.164,09  2.535,34  80,13

Belanja Pegawai 3.164,09 2.535,34 80,13

Belanja Barang Jasa 2.511,42  2.294,33  91,36

Belanja Barang dan Jasa 2.511,42 2.294,33 91,36

Belanja Modal 1.128,63  1.179,43  104,50

Belanja Modal 1.128,63 1.179,43 104,50

Belanja Lainnya 317,19     303,05     95,54

Belanja Bunga -          -          0

Belanja Subsidi 108,83    108,83    100,00

Belanja Hibah 196,47    190,29    96,85

Belanja Bantuan Sosial -          2,24        0

Belanja Tidak Terduga 10,39      0,20        1,90

Belanja Bagi Hasil -          -          0

Belanja Bantuan Keuangan 1,50        1,50        100,00

Surplus/(Defisit) 568,66-     69,67       -12,25

Pembiayaan Daerah 568,66     161,61     28,42

Penerimaan Pembiayaan Daerah 779,01     234,38     30,09

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 779,01    234,38    30,09

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 210,35     72,77       34,60

Penyertaan Modal Daerah 210,35    72,77      34,60
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Akun Anggaran Realisasi Persentase

Pendapatan Daerah 7.117,20  5.643,96  79,30

Pendapatan Asil Daerah 3.339,36  2.063,78  61,80

Pajak Daerah 2.709,55 1.629,19 60,13

Retribusi Daerah 91,73      52,33      57,05

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 27,74      13,13      47,35

Lain-lain PAD yang Sah 510,34    369,13    72,33

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2.632,09  2.493,60  94,74

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.632,09 2.493,60 94,74

Pendapatan Lainnya 1.145,75  1.086,58  94,84

Pendapatan Transfer Antar Daerah 957,20    858,66    89,71

Pendapatan Hibah 188,55    227,91    120,88

Dana Darurat -          -          0

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -          -          0

Belanja Daerah 7.698,34  5.407,13  70,24

Belanja Pegawai 3.106,80  2.169,32  69,82

Belanja Pegawai 3.106,80 2.169,32 69,82

Belanja Barang Jasa 2.941,95  2.084,52  70,85

Belanja Barang dan Jasa 2.941,95 2.084,52 70,85

Belanja Modal 1.281,01  558,48     43,60

Belanja Modal 1.281,01 558,48    43,60

Belanja Lainnya 368,57     594,81     161,38

Belanja Subsidi 140,15    139,15    99,29

Belanja Hibah 194,43    177,73    91,41

Belanja Bantuan Sosial -          79,61      0

Belanja Tidak Terduga 33,99      165,21    486,09

Belanja Bantuan Keuangan -          33,11      0

Surplus/(Defisit) 581,14-     236,84     -40,75

Pembiayaan Daerah 581,14     241,60     41,57

Penerimaan Pembiayaan Daerah 581,14     241,60     41,57

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 581,14    231,28    39,80

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan -          10,32      0

Pengeluaran Pembiayaan Daerah -          -          0

Penyertaan Modal Daerah -          -          0


